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Abstrak 

Artikel ini menelaah pertanyaan apakah demokrasi kontemporer sedang bergerak menuju oligarki. Oligarki 

tidak dipahami semata sebagai pemerintahan oleh orang kaya, melainkan sebagai struktur ketika sumber daya 

material, organisasi, informasi, dan akses hukum memungkinkan segelintir aktor membentuk agenda serta 

kebijakan secara tidak proporsional. Dengan memadukan teori elite, hukum besi oligarki, ekonomi politik 

ketimpangan, state capture, media, platform digital, dan kemunduran demokrasi, artikel menunjukkan bahwa 

pemilu dapat tetap kompetitif sementara substansi kesetaraan politik melemah. Pembahasan meliputi uang 

dalam politik, partai kartel, dinasti, korupsi, birokrasi, peradilan, sumber daya alam, urbanisasi, tenaga kerja, 

populisme, politik identitas, keuangan global, serta masyarakat sipil. Indonesia pasca-Reformasi dianalisis 

sebagai demokrasi yang nyata tetapi terus dinegosiasikan dengan kekuatan oligarkis, bukan sebagai oligarki 

total. Artikel menyimpulkan bahwa jawaban atas judul bersifat kondisional: demokrasi berubah menjadi 

oligarkis ketika institusi pengimbang, organisasi warga, rule of law, dan distribusi sumber daya gagal 

membatasi konversi kekayaan menjadi kekuasaan. Agenda reformasi harus sekaligus mendemokratisasi 

negara dan ekonomi. 

Kata Kunci: demokrasi; oligarki; ekonomi politik; ketimpangan; state capture; uang dalam politik; partai 

politik; media; rule of law; Indonesia. 

Catatan metodologis: tanda tanya pada judul menunjukkan hipotesis analitis. Istilah oligarki tidak digunakan sebagai label 

polemis, tetapi diuji melalui sumber daya, mekanisme pengaruh, struktur institusi, dan hasil kebijakan. Data kontemporer 

menggunakan sumber yang tersedia hingga 31 Juli 2026. 

Ringkasan Eksekutif 

Demokrasi dan oligarki bukan selalu dua rezim yang terpisah secara bersih. Sebuah negara dapat 

menyelenggarakan pemilu kompetitif, mempertahankan kebebasan tertentu, dan mengalami pergantian 

pemerintahan, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan konsentrasi pengaruh pada elite ekonomi, 

pimpinan partai, dinasti, pemilik media, atau jaringan birokrasi. Bentuk hibrid inilah yang menjadi pusat 

telaah. 

Oligarkisasi bekerja melalui konversi sumber daya. Kekayaan membiayai kampanye, ahli, media, lobi, 

litigasi, dan kemampuan menunggu; akses tersebut membentuk agenda serta aturan; aturan kemudian 

mempertahankan keuntungan ekonomi yang menjadi sumber pengaruh berikutnya. Lingkaran umpan 

balik ini lebih penting daripada dugaan tentang niat pribadi semata. 

Kondisi global menunjukkan alasan untuk waspada. International IDEA melaporkan bahwa aspek 

representasi mengalami kemerosotan luas, sementara Transparency International mencatat rata-rata 

global CPI 2025 turun menjadi 42 dan mayoritas negara berada di bawah 50. Angka tersebut tidak 

membuktikan oligarki, tetapi menandai lemahnya institusi pengimbang dan risiko capture. 
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Indonesia pasca-Reformasi harus dinilai secara seimbang. Demokratisasi telah menghasilkan kompetisi, 

partisipasi, kebebasan organisasi, desentralisasi, dan pergantian kekuasaan. Namun biaya politik, koalisi 

besar, konsentrasi media, hubungan bisnis-politik, patronase, serta penurunan beberapa indikator rule of 

law menunjukkan bahwa capaian itu tidak dapat dianggap final. 

Agenda reformasi harus menyatukan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi: keterbukaan pendanaan, 

partai yang terlembaga, media plural, antimonopoli, pajak adil, pengadaan terbuka, birokrasi profesional, 

peradilan independen, organisasi pekerja, kebebasan akademik, dan masyarakat sipil. Tujuannya bukan 

menghapus elite, melainkan mencegah elite mana pun menjadi tidak dapat dikoreksi. 

Daftar Isi 

1. Pendahuluan: Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Oligarki 

2. Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantif 

3. Konsep Oligarki: Dari Aristoteles hingga Jeffrey Winters 

4. Hukum Besi Oligarki dan Organisasi Politik 

5. Konsentrasi Kekayaan dan Ketimpangan Pengaruh 

6. Uang dalam Politik dan Biaya Demokrasi 

7. Partai Kartel, Personalisasi, dan Krisis Representasi 

8. Dinasti Politik dan Pewarisan Kekuasaan 

9. State Capture dan Regulatory Capture 

10. Korupsi, Rente, dan Patronase 

11. Kepemilikan Media dan Pembentukan Realitas Politik 

12. Platform Digital, Algoritme, dan Oligarki Informasi 

13. Birokrasi, Meritokrasi, dan Politisasi Administrasi 

14. Hukum, Peradilan, dan Autocratic Legalism 

15. Sumber Daya Alam, Ekstraktivisme, dan Oligarki 

16. Tanah, Kota, Infrastruktur, dan Mesin Pertumbuhan 

17. Tenaga Kerja, Serikat, dan Keseimbangan Kekuasaan 

18. Populisme, Polarisasi, dan Kemunduran Demokrasi 

19. Politik Identitas dan Pengalihan Konflik Distribusi 

20. Globalisasi Keuangan, Surga Pajak, dan Oligarki Transnasional 

21. Masyarakat Sipil, Universitas, dan Politik Pengetahuan 

22. Indonesia Pasca-Reformasi: Demokrasi yang Dinegosiasikan 

23. Mengukur Oligarkisasi: Indikator dan Peringatan Dini 

24. Agenda Reformasi: Mendemokratisasi Negara dan Ekonomi 

25. Kesimpulan: Demokrasi sebagai Proses Mengimbangi Kekuasaan 

Sintesis Analitis: Sepuluh Tes Oligarkisasi 
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Glossarium 

Daftar Pustaka 

Pendekatan Analitis dan Batasan 

Artikel menggunakan pendekatan historis-institusional dan ekonomi politik. Kekuasaan tidak direduksi 

menjadi jabatan formal; ia dilihat sebagai kapasitas menentukan agenda, memilih alternatif yang tersedia, 

memengaruhi implementasi, serta menghindari konsekuensi. Karena itu, analisis bergerak di antara 

tingkat individu, organisasi, negara, pasar, dan jaringan transnasional. 

Istilah oligarki dibedakan dari elite. Semua masyarakat kompleks memiliki elite karena organisasi 

memerlukan keahlian dan pembagian kerja. Situasi menjadi oligarkis ketika elite kecil mampu 

mempertahankan dominasi, menutup sirkulasi, mengonversi sumber daya privat menjadi pengaruh 

publik, serta melemahkan mekanisme koreksi. Pembedaan ini mencegah analisis berubah menjadi 

sentimen anti-keahlian atau anti-kekayaan. 

Bukti dikumpulkan dari teori klasik dan kontemporer, kajian Indonesia, serta laporan institusi demokrasi 

dan antikorupsi. Indeks komparatif berguna untuk melihat tren, tetapi memiliki asumsi, keterlambatan, 

dan ketidakpastian. Karena itu, angka dibaca bersama kajian proses, struktur kepemilikan, aturan formal, 

dan pengalaman warga. 

Artikel tidak menyatakan bahwa setiap kebijakan pro-bisnis adalah capture atau setiap koalisi elite tidak 

demokratis. Investasi, laba, keahlian, dan koordinasi dapat menghasilkan manfaat publik. Pertanyaan 

empirisnya ialah apakah proses terbuka, kepentingan terdampak terwakili, manfaat serta risiko dibagi 

wajar, dan keputusan dapat ditinjau kembali. 

Fokus pada struktur tidak menghapus tanggung jawab individu. Etika pemimpin, profesional, pengusaha, 

akademisi, dan warga penting, tetapi perilaku etis sulit bertahan bila insentif menghukum integritas. 

Reformasi yang matang menghubungkan karakter dengan institusi: teladan, aturan, transparansi, 

kompetisi, perlindungan, dan sanksi. 

1. Pendahuluan: Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Oligarki 

Pokok argumentasi 

Demokrasi menjanjikan kesetaraan politik melalui satu orang satu suara, sedangkan oligarki tumbuh dari 

ketimpangan sumber daya yang memungkinkan sebagian kecil aktor memengaruhi keputusan secara 

tidak proporsional. Kerangka ekonomi politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki 

jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. 

Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara 

struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap 

wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua 
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kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu 

mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Gelombang demokratisasi memperluas pemilu, kebebasan berserikat, dan sirkulasi pemerintahan, tetapi 

liberalisasi ekonomi serta konsentrasi aset menciptakan jalur baru bagi elite untuk mempertahankan 

kekuasaan. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan 

ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, 

membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun 

sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial 

dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Oligarkisasi terjadi ketika kekayaan dapat dikonversi menjadi pembiayaan politik, kepemilikan media, 

akses regulasi, pengaruh hukum, dan kemampuan menetapkan agenda publik. Mekanisme kausal harus 

dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi 

agenda atau desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat 

sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. 

Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, 

misalnya transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Pemilu tetap kompetitif, namun pilihan warga dapat disaring oleh biaya pencalonan, dominasi partai, 

ketimpangan informasi, dan konsentrasi sumber daya kampanye. Bukti yang baik menggabungkan data 

kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, 

wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan 

bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala 

bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, 

ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Pertanyaan utama bukan apakah seluruh keputusan dikendalikan elite, melainkan apakah warga biasa 

memiliki kapasitas efektif untuk mengorganisasi kepentingan dan mengoreksi kekuasaan. Demokrasi 

selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan 

akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang 

terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa 
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penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai 

menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Diagnosis harus mendahului resep: reformasi berbeda diperlukan untuk plutokrasi, patronase, kartel 

partai, dinasti, penguasaan media, atau state capture. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Demokrasi menjanjikan kesetaraan politik melalui satu orang satu suara, sedangkan oligarki tumbuh dari 

ketimpangan sumber daya yang memungkinkan sebagian kecil aktor memengaruhi keputusan secara 

tidak proporsional. Proposisi tersebut perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat 

memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh 

keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan 

kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. 

Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri 

perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran 

keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada 

keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, independensi 

pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Pemilu tetap kompetitif, namun pilihan warga 

dapat disaring oleh biaya pencalonan, dominasi partai, ketimpangan informasi, dan konsentrasi sumber 

daya kampanye. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, 

teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. 

Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan 

argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun 

sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; 

transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama 

derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, 

generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk 

merancang tindakan. 
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2. Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantif 

Pokok argumentasi 

Demokrasi prosedural menekankan pemilu, kompetisi, dan pergantian kekuasaan; demokrasi substantif 

menambahkan hak, negara hukum, partisipasi bermakna, akuntabilitas, serta kesetaraan pengaruh. 

Kerangka ekonomi politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa 

memiliki sumber daya untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat 

bekerja secara langsung melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui 

pembatasan alternatif, dan secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan 

membedakan bentuk tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang 

menguntungkan orang kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan 

kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Sejarah demokrasi modern menunjukkan bahwa hak pilih universal dicapai melalui perjuangan panjang 

melawan pembatasan kelas, ras, gender, pendidikan, dan kepemilikan. Warisan masa lalu bertahan 

melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak 

otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, 

mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. 

Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Prosedur dapat dipertahankan sambil substansinya dikosongkan melalui ketimpangan akses, manipulasi 

informasi, pelemahan pengawasan, dan penggunaan hukum secara selektif. Mekanisme kausal harus 

dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi 

agenda atau desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat 

sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. 

Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, 

misalnya transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Indeks demokrasi kontemporer karena itu menilai representasi, hak, partisipasi, dan rule of law, bukan 

hanya keberadaan hari pemungutan suara. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan 

penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan 

pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut 

terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik atau 
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insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak 

membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Standar substantif tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membatalkan pilihan rakyat; ia diperlukan 

agar pilihan itu bebas, terinformasi, kompetitif, dan dapat dikoreksi. Demokrasi selalu menghadapi trade-

off antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan 

transparansi, serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah 

menghasilkan efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat 

memindahkan uang ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, 

hak, kapasitas administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Penguatan demokrasi memerlukan institusi sebelum, selama, dan sesudah pemilu: partai terbuka, 

administrasi netral, media plural, peradilan independen, serta hak oposisi. Pelaksanaan memerlukan 

tujuan, indikator, pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi 

yang hanya menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, 

deregulasi tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip 

yang tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Demokrasi prosedural menekankan pemilu, kompetisi, dan pergantian kekuasaan; demokrasi substantif 

menambahkan hak, negara hukum, partisipasi bermakna, akuntabilitas, serta kesetaraan pengaruh. 

Proposisi tersebut perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik 

manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta 

pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu 

dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus 

ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, 

data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak 

cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu 

pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga 

meminta koreksi. Indeks demokrasi kontemporer karena itu menilai representasi, hak, partisipasi, dan 

rule of law, bukan hanya keberadaan hari pemungutan suara. Namun hubungan waktu tidak otomatis 

berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan 

harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan 

dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan 

saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap 

diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan 
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sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda 

menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, 

adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

3. Konsep Oligarki: Dari Aristoteles hingga Jeffrey Winters 

Pokok argumentasi 

Oligarki secara klasik berarti pemerintahan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi 

teori modern membedakan elite organisasi, plutokrasi, kelas dominan, dan politik pertahanan kekayaan. 

Kerangka ekonomi politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa 

memiliki sumber daya untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat 

bekerja secara langsung melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui 

pembatasan alternatif, dan secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan 

membedakan bentuk tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang 

menguntungkan orang kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan 

kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Aristoteles membedakan pemerintahan sedikit orang yang mengejar kepentingan umum dari oligarki 

yang mengejar kepentingan sempit; Michels kemudian menunjukkan kecenderungan organisasi menjadi 

dikuasai pimpinan. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan 

ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, 

membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun 

sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial 

dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Winters menempatkan kekayaan material sebagai sumber kekuasaan khas oligark dan memusatkan 

perhatian pada strategi mempertahankan harta serta pendapatan. Mekanisme kausal harus dijelaskan 

sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau 

desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya 

awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi 

sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya 

transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 
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Bukti dan ilustrasi 

Tidak semua orang kaya adalah oligark, dan tidak semua elite adalah kaya; status oligarkis muncul ketika 

sumber daya material ekstrem digunakan untuk mempertahankan posisi dan membentuk aturan. Bukti 

yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan 

pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan 

legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu 

menilai apakah gejala bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal 

dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Konsep yang terlalu longgar membuat semua ketimpangan disebut oligarki, sedangkan konsep yang 

terlalu sempit mengabaikan jaringan institusional dan budaya yang menopangnya. Demokrasi selalu 

menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan 

akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang 

terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa 

penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai 

menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Analisis perlu menyebut sumber daya, arena, tujuan, metode, dan hasil kekuasaan agar tuduhan oligarki 

dapat diuji secara empiris. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, pembagian tanggung jawab, 

jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya menambah aturan dapat 

memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi dapat 

memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, 

keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, 

serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Oligarki secara klasik berarti pemerintahan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi 

teori modern membedakan elite organisasi, plutokrasi, kelas dominan, dan politik pertahanan kekayaan. 

Proposisi tersebut perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik 

manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta 

pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu 

dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus 

ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, 

data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak 

cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu 

pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga 
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meminta koreksi. Tidak semua orang kaya adalah oligark, dan tidak semua elite adalah kaya; status 

oligarkis muncul ketika sumber daya material ekstrem digunakan untuk mempertahankan posisi dan 

membentuk aturan. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis 

ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola 

serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan 

argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun 

sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; 

transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama 

derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, 

generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk 

merancang tindakan. 

4. Hukum Besi Oligarki dan Organisasi Politik 

Pokok argumentasi 

Robert Michels berpendapat bahwa organisasi besar cenderung melahirkan kepemimpinan profesional, 

kontrol informasi, dan ketergantungan anggota yang memperkuat oligarki internal. Kerangka ekonomi 

politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya 

untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung 

melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan 

secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk 

tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang 

kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Partai massa, serikat, dan organisasi modern membutuhkan administrasi serta keahlian, tetapi kebutuhan 

koordinasi memberi pengurus keuntungan atas agenda, data, dan prosedur. Warisan masa lalu bertahan 

melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak 

otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, 

mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. 

Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pemimpin menguasai pencalonan, keuangan, komunikasi, dan interpretasi aturan; anggota menghadapi 

biaya tinggi untuk memantau serta mengganti mereka. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan 

yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; 

aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran 
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umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi 

kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, 

kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Kecenderungan oligarkis bukan hukum alam yang mustahil dilawan, karena rotasi, pemilu internal, 

transparansi, federalisme organisasi, dan pendidikan kader dapat mengurangi konsentrasi. Bukti yang baik 

menggabungkan data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, 

sedangkan dokumen, wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan 

legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu 

menilai apakah gejala bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal 

dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Demokrasi internal juga memiliki trade-off: terlalu banyak veto dapat membuat organisasi tidak efektif, 

sedangkan sentralisasi berlebihan mematikan koreksi. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara 

efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, 

serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan 

efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang 

ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas 

administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Desain partai perlu memisahkan fungsi, membuka data keuangan, membatasi konflik kepentingan, dan 

memberi anggota jalur nyata untuk menantang pimpinan. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Robert Michels berpendapat bahwa organisasi besar cenderung melahirkan kepemimpinan profesional, 

kontrol informasi, dan ketergantungan anggota yang memperkuat oligarki internal. Proposisi tersebut 

perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber 

dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak 

hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan 

daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan 
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arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, 

pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah 

aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya 

kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. 

Kecenderungan oligarkis bukan hukum alam yang mustahil dilawan, karena rotasi, pemilu internal, 

transparansi, federalisme organisasi, dan pendidikan kader dapat mengurangi konsentrasi. Namun 

hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, 

perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus 

menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi 

juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga 

naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak 

data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta 

kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini 

menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

5. Konsentrasi Kekayaan dan Ketimpangan Pengaruh 

Pokok argumentasi 

Ketimpangan ekonomi menjadi masalah demokrasi ketika perbedaan sumber daya berubah menjadi 

perbedaan suara, akses, keamanan hukum, dan kemampuan menentukan masa depan. Kerangka 

ekonomi politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki 

sumber daya untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja 

secara langsung melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui 

pembatasan alternatif, dan secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan 

membedakan bentuk tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang 

menguntungkan orang kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan 

kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Finansialisasi, monopoli, kenaikan harga aset, warisan, dan sistem pajak yang kurang progresif 

memperbesar konsentrasi kekayaan dalam beberapa dekade terakhir. Warisan masa lalu bertahan 

melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak 

otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, 

mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. 

Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 
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Mekanisme ekonomi-politik 

Kekayaan membeli waktu, keahlian hukum, jaringan, data, iklan, lembaga riset, dan kemampuan 

menunggu hasil, sementara warga miskin menghadapi kebutuhan mendesak. Mekanisme kausal harus 

dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi 

agenda atau desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat 

sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. 

Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, 

misalnya transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Penelitian mengenai respons kebijakan menunjukkan bahwa preferensi kelompok berpendapatan tinggi 

sering lebih konsisten tercermin dalam kebijakan dibanding preferensi warga rata-rata. Bukti yang baik 

menggabungkan data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, 

sedangkan dokumen, wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan 

legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu 

menilai apakah gejala bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal 

dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Korelasi tidak selalu berarti konspirasi; elite dapat memiliki informasi atau partisipasi lebih tinggi, tetapi 

ketimpangan akses tetap merusak prinsip kesetaraan politik. Demokrasi selalu menghadapi trade-off 

antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan 

transparansi, serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah 

menghasilkan efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat 

memindahkan uang ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, 

hak, kapasitas administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Pajak progresif, layanan universal, antimonopoli, transparansi aset, dan kepemilikan produktif yang lebih 

luas merupakan kebijakan demokrasi sekaligus ekonomi. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 
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Agenda pembuktian dan evaluasi 

Ketimpangan ekonomi menjadi masalah demokrasi ketika perbedaan sumber daya berubah menjadi 

perbedaan suara, akses, keamanan hukum, dan kemampuan menentukan masa depan. Proposisi tersebut 

perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber 

dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak 

hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan 

daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan 

arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, 

pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah 

aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya 

kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. 

Penelitian mengenai respons kebijakan menunjukkan bahwa preferensi kelompok berpendapatan tinggi 

sering lebih konsisten tercermin dalam kebijakan dibanding preferensi warga rata-rata. Namun hubungan 

waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, 

bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus 

menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi 

juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga 

naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak 

data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta 

kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini 

menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

6. Uang dalam Politik dan Biaya Demokrasi 

Pokok argumentasi 

Kampanye membutuhkan dana untuk komunikasi, organisasi, saksi, riset, dan mobilisasi, tetapi 

ketergantungan pada donor besar menciptakan utang politik serta seleksi kandidat berbasis kekayaan. 

Kerangka ekonomi politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa 

memiliki sumber daya untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat 

bekerja secara langsung melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui 

pembatasan alternatif, dan secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan 

membedakan bentuk tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang 

menguntungkan orang kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan 

kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Profesionalisasi kampanye, televisi, survei, konsultan, dan pemasaran digital meningkatkan biaya 

kompetisi dan memperlemah hubungan organik partai dengan anggota. Warisan masa lalu bertahan 
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melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak 

otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, 

mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. 

Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pengaruh tidak selalu berupa transaksi suap; donor dapat memperoleh akses, menentukan isu yang tidak 

dibahas, atau membentuk ekspektasi kandidat tentang kebijakan yang dapat diterima. Mekanisme kausal 

harus dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses 

memengaruhi agenda atau desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian 

memperkuat sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan 

individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu 

dapat diputus, misalnya transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau 

pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Dana gelap, pihak ketiga, pinjaman, fasilitas perusahaan, dan iklan terselubung membuat pembatasan 

formal mudah dihindari apabila pengawasan lemah. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif 

dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, 

keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola 

tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik 

atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana 

tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Pembiayaan publik dapat mengurangi ketergantungan, tetapi tanpa akuntabilitas ia berisiko mensubsidi 

partai kartel yang tertutup. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, 

stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan 

pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. 

Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran 

tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, 

peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Reformasi harus menggabungkan batas sumbangan, pelaporan waktu nyata, audit, identitas pemilik 

manfaat, pembiayaan publik bersyarat, dan sanksi yang benar-benar diterapkan. Pelaksanaan 

memerlukan tujuan, indikator, pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. 
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Reformasi yang hanya menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. 

Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif 

menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—

seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Kampanye membutuhkan dana untuk komunikasi, organisasi, saksi, riset, dan mobilisasi, tetapi 

ketergantungan pada donor besar menciptakan utang politik serta seleksi kandidat berbasis kekayaan. 

Proposisi tersebut perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik 

manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta 

pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu 

dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus 

ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, 

data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak 

cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu 

pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga 

meminta koreksi. Dana gelap, pihak ketiga, pinjaman, fasilitas perusahaan, dan iklan terselubung 

membuat pembatasan formal mudah dihindari apabila pengawasan lemah. Namun hubungan waktu tidak 

otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan 

perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan 

tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa 

pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka 

dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa 

keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan 

efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik 

oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

7. Partai Kartel, Personalisasi, dan Krisis Representasi 

Pokok argumentasi 

Partai seharusnya mengagregasi kepentingan dan menawarkan program, tetapi dapat berubah menjadi 

kartel yang berbagi akses negara, membatasi pesaing, dan menipiskan perbedaan kebijakan. Kerangka 

ekonomi politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki 

sumber daya untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja 

secara langsung melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui 

pembatasan alternatif, dan secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan 

membedakan bentuk tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang 

menguntungkan orang kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan 

kesetaraan pengaruh. 
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Lintasan historis 

Merosotnya keanggotaan partai dan meningkatnya kampanye personal memperkuat ketergantungan 

pada tokoh, donor, survei, dan media. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, 

kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor 

lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau 

membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi 

organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta 

koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Koalisi sangat besar dapat menjaga stabilitas, tetapi juga mengurangi oposisi, mengaburkan tanggung 

jawab, dan membuat pemilu kurang mampu memberi hukuman kebijakan. Mekanisme kausal harus 

dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi 

agenda atau desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat 

sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. 

Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, 

misalnya transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Kandidat selebritas atau pengusaha dapat menembus struktur lama, namun personalisasi tidak otomatis 

demokratis apabila organisasi serta kontrol internal makin lemah. Bukti yang baik menggabungkan data 

kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, 

wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan 

bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala 

bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, 

ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Fragmentasi partai dapat memperluas pilihan atau menghasilkan transaksi koalisi tanpa program; efeknya 

bergantung pada sistem pemilu dan budaya organisasi. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara 

efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, 

serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan 

efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang 

ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas 

administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 
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Implikasi reformasi 

Partai perlu demokrasi internal, kaderisasi, pendanaan anggota, platform programatik, keterbukaan 

pencalonan, dan perlindungan ruang oposisi. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, pembagian 

tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya menambah aturan 

dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi 

dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, 

keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, 

serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Partai seharusnya mengagregasi kepentingan dan menawarkan program, tetapi dapat berubah menjadi 

kartel yang berbagi akses negara, membatasi pesaing, dan menipiskan perbedaan kebijakan. Proposisi 

tersebut perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, 

sumber dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang 

tidak hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan 

daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan 

arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, 

pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah 

aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya 

kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. 

Kandidat selebritas atau pengusaha dapat menembus struktur lama, namun personalisasi tidak otomatis 

demokratis apabila organisasi serta kontrol internal makin lemah. Namun hubungan waktu tidak otomatis 

berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan 

harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan 

dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan 

saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap 

diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan 

sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda 

menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, 

adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

8. Dinasti Politik dan Pewarisan Kekuasaan 

Pokok argumentasi 

Dinasti politik muncul ketika hubungan keluarga memberi keuntungan berulang dalam pencalonan, 

pengenalan nama, dana, jaringan birokrasi, dan penguasaan organisasi. Kerangka ekonomi politik 

meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk 

membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, Ph.D.  |  Dari Demokrasi ke Oligarki? Telaah Ekonomi Politik Zaman Kini 

Halaman 21 

perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara 

ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, 

analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya 

sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Dalam banyak demokrasi, keluarga politik bertahan karena modal simbolik, patronase, dan lemahnya 

institusionalisasi partai, bukan hanya karena larangan hukum tidak ada. Warisan masa lalu bertahan 

melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak 

otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, 

mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. 

Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pemilih dapat memilih anggota dinasti secara sah; masalah demokratis terletak pada ketimpangan titik 

awal dan kemungkinan sumber daya publik dipakai untuk reproduksi kekuasaan. Mekanisme kausal harus 

dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi 

agenda atau desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat 

sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. 

Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, 

misalnya transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Larangan berbasis hubungan darah mudah melanggar hak politik dan dapat disiasati, sedangkan kompetisi 

yang sehat membutuhkan aturan konflik kepentingan dan pencalonan terbuka. Bukti yang baik 

menggabungkan data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, 

sedangkan dokumen, wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan 

legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu 

menilai apakah gejala bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal 

dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Tidak setiap penerus keluarga tidak kompeten, tetapi konsentrasi berulang mempersempit sirkulasi elite 

dan menghambat munculnya kepemimpinan baru. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara 

efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, 

serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan 
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efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang 

ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas 

administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Solusi yang lebih kokoh ialah transparansi, meritokrasi birokrasi, pembatasan patronase, pemilihan 

internal, pengawasan petahana, dan penegakan konflik kepentingan. Pelaksanaan memerlukan tujuan, 

indikator, pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang 

hanya menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, 

deregulasi tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip 

yang tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Dinasti politik muncul ketika hubungan keluarga memberi keuntungan berulang dalam pencalonan, 

pengenalan nama, dana, jaringan birokrasi, dan penguasaan organisasi. Proposisi tersebut perlu diubah 

menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan 

jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam 

konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, 

atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, 

laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan 

pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau 

pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, 

distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Larangan 

berbasis hubungan darah mudah melanggar hak politik dan dapat disiasati, sedangkan kompetisi yang 

sehat membutuhkan aturan konflik kepentingan dan pencalonan terbuka. Namun hubungan waktu tidak 

otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan 

perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan 

tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa 

pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka 

dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa 

keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan 

efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik 

oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 
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9. State Capture dan Regulatory Capture 

Pokok argumentasi 

State capture terjadi ketika aktor kuat membentuk hukum, kebijakan, atau institusi agar melayani 

kepentingan privat secara sistemik, bukan sekadar melanggar aturan yang sudah ada. Kerangka ekonomi 

politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya 

untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung 

melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan 

secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk 

tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang 

kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Privatisasi, deregulasi, dan transisi politik tanpa pengawasan kuat pernah membuka peluang elite lama 

serta pendatang baru membeli aset dan pengaruh secara bersamaan. Warisan masa lalu bertahan melalui 

kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis 

menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah 

portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, 

pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Capture bekerja melalui revolving door, perancangan regulasi, pengadaan, konsesi, pembiayaan partai, 

penempatan pejabat, dan ancaman penarikan investasi. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai 

urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain 

aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. 

Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem 

reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya 

transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Hubungan konsultatif negara-bisnis dapat produktif; ia menjadi capture ketika akses tertutup, bukti 

diabaikan, manfaat terkonsentrasi, dan pihak terdampak tidak memiliki suara. Bukti yang baik 

menggabungkan data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, 

sedangkan dokumen, wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan 

legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu 
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menilai apakah gejala bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal 

dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Regulasi yang kompleks pun dapat menguntungkan pemain besar karena hanya mereka mampu 

memenuhi biaya kepatuhan atau memengaruhi pengecualian. Demokrasi selalu menghadapi trade-off 

antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan 

transparansi, serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah 

menghasilkan efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat 

memindahkan uang ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, 

hak, kapasitas administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Registrasi lobi, jejak legislasi, konsultasi terbuka, cooling-off period, evaluasi dampak, dan regulator 

berkapasitas membantu membedakan koordinasi dari penangkapan. Pelaksanaan memerlukan tujuan, 

indikator, pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang 

hanya menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, 

deregulasi tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip 

yang tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

State capture terjadi ketika aktor kuat membentuk hukum, kebijakan, atau institusi agar melayani 

kepentingan privat secara sistemik, bukan sekadar melanggar aturan yang sudah ada. Proposisi tersebut 

perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber 

dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak 

hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan 

daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan 

arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, 

pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah 

aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya 

kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. 

Hubungan konsultatif negara-bisnis dapat produktif; ia menjadi capture ketika akses tertutup, bukti 

diabaikan, manfaat terkonsentrasi, dan pihak terdampak tidak memiliki suara. Namun hubungan waktu 

tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan 

perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan 

tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa 

pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka 

dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa 
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keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan 

efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik 

oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

10. Korupsi, Rente, dan Patronase 

Pokok argumentasi 

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan privat, sedangkan patronase menukar 

sumber daya dan perlindungan dengan loyalitas; keduanya dapat menopang oligarki. Kerangka ekonomi 

politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya 

untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung 

melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan 

secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk 

tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang 

kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Negara dengan administrasi personalistik sering mengalokasikan jabatan, lisensi, kontrak, dan bantuan 

melalui hubungan, sehingga akses ekonomi bergantung pada kedekatan politik. Warisan masa lalu 

bertahan melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan 

rezim tidak otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli 

media, mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat 

deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang 

reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Rente tidak selalu buruk—paten dan perlindungan sementara dapat mendorong inovasi—tetapi rente 

tanpa disiplin kinerja mengubah kebijakan menjadi distribusi privilese. Mekanisme kausal harus dijelaskan 

sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau 

desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya 

awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi 

sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya 

transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Korupsi kecil merugikan warga secara langsung, sedangkan korupsi besar mengubah prioritas anggaran, 

kualitas regulasi, dan independensi penegak hukum. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif 
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dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, 

keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola 

tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik 

atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana 

tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Indeks persepsi berguna untuk perbandingan tetapi tidak menangkap seluruh capture, legal corruption, 

atau variasi sektor. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas 

dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan pembatasan 

penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. Pembatasan 

donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran tersembunyi. 

Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, peluang 

penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Pencegahan perlu menggabungkan digitalisasi yang dapat diaudit, pengadaan terbuka, perlindungan 

pelapor, pemulihan aset, kontrol konflik kepentingan, dan peradilan independen. Pelaksanaan 

memerlukan tujuan, indikator, pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. 

Reformasi yang hanya menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. 

Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif 

menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—

seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan privat, sedangkan patronase menukar 

sumber daya dan perlindungan dengan loyalitas; keduanya dapat menopang oligarki. Proposisi tersebut 

perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber 

dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak 

hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan 

daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan 

arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, 

pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah 

aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya 

kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. 

Korupsi kecil merugikan warga secara langsung, sedangkan korupsi besar mengubah prioritas anggaran, 

kualitas regulasi, dan independensi penegak hukum. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti 

hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga 

global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan 
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bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan 

saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap 

diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan 

sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda 

menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, 

adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

11. Kepemilikan Media dan Pembentukan Realitas Politik 

Pokok argumentasi 

Media menyediakan informasi bagi pilihan demokratis, tetapi konsentrasi kepemilikan dapat menentukan 

isu, narasumber, dan sudut pandang yang memperoleh perhatian. Kerangka ekonomi politik meminta kita 

melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk 

pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, 

secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional 

melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis 

terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai 

konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Komersialisasi dan biaya produksi mendorong konsolidasi, sementara hubungan pemilik media dengan 

bisnis lain menciptakan konflik kepentingan lintas sektor. Warisan masa lalu bertahan melalui 

kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis 

menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah 

portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, 

pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pengaruh bekerja melalui agenda setting, framing, penghilangan isu, promosi kandidat, dan tekanan 

terhadap jurnalis; sensor tidak selalu memerlukan larangan negara. Mekanisme kausal harus dijelaskan 

sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau 

desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya 

awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi 

sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya 

transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 
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Bukti dan ilustrasi 

Media publik dapat mengoreksi kegagalan pasar, tetapi hanya jika tata kelolanya independen dari 

pemerintah dan pendanaannya terlindungi. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan 

penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan 

pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut 

terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik atau 

insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak 

membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Pluralitas kanal tidak identik dengan pluralisme apabila banyak kanal memiliki pemilik, sumber berita, atau 

insentif algoritmik yang sama. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, 

stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan 

pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. 

Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran 

tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, 

peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Keterbukaan pemilik manfaat, aturan konsentrasi, perlindungan editorial, media publik independen, dan 

dukungan jurnalisme lokal memperluas ruang demokrasi. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Media menyediakan informasi bagi pilihan demokratis, tetapi konsentrasi kepemilikan dapat menentukan 

isu, narasumber, dan sudut pandang yang memperoleh perhatian. Proposisi tersebut perlu diubah 

menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan 

jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam 

konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, 

atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, 

laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan 

pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau 

pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, 

distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Media publik 
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dapat mengoreksi kegagalan pasar, tetapi hanya jika tata kelolanya independen dari pemerintah dan 

pendanaannya terlindungi. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis 

ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola 

serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan 

argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun 

sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; 

transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama 

derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, 

generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk 

merancang tindakan. 

12. Platform Digital, Algoritme, dan Oligarki Informasi 

Pokok argumentasi 

Platform digital memperluas partisipasi sekaligus memusatkan kendali atas data, distribusi informasi, 

iklan, dan aturan percakapan publik pada sedikit perusahaan. Kerangka ekonomi politik meminta kita 

melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk 

pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, 

secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional 

melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis 

terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai 

konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Efek jaringan membuat layanan besar makin dominan, sedangkan model bisnis berbasis perhatian 

memberi insentif pada konten emosional, polarisasi, dan mikro-penargetan. Warisan masa lalu bertahan 

melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak 

otomatis menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, 

mengubah portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. 

Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Algoritme memilih apa yang terlihat, pengiklan menentukan siapa yang dijangkau, dan sistem moderasi 

memutuskan batas wacana tanpa prosedur demokratis penuh. Mekanisme kausal harus dijelaskan 

sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau 

desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya 

awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi 
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sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya 

transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Platform bukan penerbit biasa maupun infrastruktur netral; sifat hibridnya menuntut tanggung jawab 

yang sebanding dengan pengaruh sistemik. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan 

penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan 

pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut 

terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik atau 

insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak 

membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Regulasi yang terlalu keras dapat membantu pemerintah membungkam kritik, sementara laissez-faire 

membiarkan perusahaan privat menjadi penguasa ruang publik. Demokrasi selalu menghadapi trade-off 

antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan 

transparansi, serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah 

menghasilkan efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat 

memindahkan uang ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, 

hak, kapasitas administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Transparansi iklan politik, akses peneliti, audit risiko, interoperabilitas, hak banding, dan perlindungan 

data harus dirancang dengan pengawasan independen. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Platform digital memperluas partisipasi sekaligus memusatkan kendali atas data, distribusi informasi, 

iklan, dan aturan percakapan publik pada sedikit perusahaan. Proposisi tersebut perlu diubah menjadi 

pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, 

urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. 

Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara 

yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, 
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putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman 

kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan 

perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, 

independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Platform bukan penerbit biasa 

maupun infrastruktur netral; sifat hibridnya menuntut tanggung jawab yang sebanding dengan pengaruh 

sistemik. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, 

teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. 

Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan 

argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun 

sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; 

transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama 

derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, 

generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk 

merancang tindakan. 

13. Birokrasi, Meritokrasi, dan Politisasi Administrasi 

Pokok argumentasi 

Birokrasi profesional membatasi oligarki dengan menerapkan aturan secara impersonal, tetapi politisasi 

jabatan dapat mengubah administrasi menjadi mesin patronase. Kerangka ekonomi politik meminta kita 

melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk 

pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, 

secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional 

melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis 

terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai 

konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Negara modern dibangun melalui pemisahan jabatan dari milik pribadi, rekrutmen berbasis merit, dan 

prosedur yang memungkinkan kesinambungan lintas pemerintahan. Warisan masa lalu bertahan melalui 

kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis 

menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah 

portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, 

pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 
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Mekanisme ekonomi-politik 

Mutasi, promosi, anggaran, serta penegakan disiplin memberi elite politik alat untuk menghargai loyalitas 

dan menghukum independensi. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: 

sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; aturan mengubah 

insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah 

yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. 

Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, kompetisi, 

organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Netralitas tidak berarti birokrasi bebas arah demokratis; pejabat terpilih menetapkan tujuan, sedangkan 

aparatur memberi keahlian, legalitas, dan pelaksanaan yang konsisten. Bukti yang baik menggabungkan 

data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, 

wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan 

bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala 

bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, 

ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Teknokrasi tanpa akuntabilitas dapat menjadi oligarki keahlian, namun politisasi tanpa kompetensi 

menghancurkan kapasitas negara. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan 

partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan 

dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. 

Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran 

tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, 

peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Komisi merit, seleksi terbuka, perlindungan profesional, deklarasi konflik kepentingan, dan evaluasi 

berbasis hasil diperlukan untuk keseimbangan. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, pembagian 

tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya menambah aturan 

dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi 

dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, 

keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, 

serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 
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Agenda pembuktian dan evaluasi 

Birokrasi profesional membatasi oligarki dengan menerapkan aturan secara impersonal, tetapi politisasi 

jabatan dapat mengubah administrasi menjadi mesin patronase. Proposisi tersebut perlu diubah menjadi 

pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, 

urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. 

Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara 

yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, 

putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman 

kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan 

perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, 

independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Netralitas tidak berarti birokrasi 

bebas arah demokratis; pejabat terpilih menetapkan tujuan, sedangkan aparatur memberi keahlian, 

legalitas, dan pelaksanaan yang konsisten. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan 

sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat 

menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang 

dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi 

mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui 

spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya 

disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, 

wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan 

berguna untuk merancang tindakan. 

14. Hukum, Peradilan, dan Autocratic Legalism 

Pokok argumentasi 

Kemunduran demokrasi masa kini sering dilakukan melalui hukum: aturan diubah secara formal untuk 

melemahkan pengawasan, oposisi, media, dan independensi peradilan. Kerangka ekonomi politik 

meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk 

membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui 

perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara 

ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, 

analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya 

sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Kudeta klasik digantikan proses inkremental ketika pemerintah terpilih memperbesar kewenangan, 

mengubah prosedur, dan menempatkan loyalis. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, 

jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus 
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aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, 

atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, 

inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas 

serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Selective enforcement membuat aturan tampak netral tetapi diterapkan berbeda kepada kawan dan 

lawan; ketidakpastian itu sendiri menjadi alat disiplin. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan 

yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; 

aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran 

umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi 

kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, 

kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Judicialization dapat melindungi hak, tetapi peradilan yang terlalu politis atau tidak akuntabel juga dapat 

memindahkan keputusan dari warga ke elite hukum. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif 

dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, 

keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola 

tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik 

atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana 

tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Setiap reformasi kelembagaan dapat memiliki alasan teknis, sehingga penilaian harus melihat akumulasi, 

arah, konteks, dan penghilangan jalur koreksi. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas 

dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta 

kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek 

samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke 

saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas 

administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Transparansi penunjukan, keamanan masa jabatan, putusan terbuka, distribusi perkara, etika, serta akses 

bantuan hukum memperkuat rule of law. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, pembagian 

tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya menambah aturan 

dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi 

dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, 
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keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, 

serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Kemunduran demokrasi masa kini sering dilakukan melalui hukum: aturan diubah secara formal untuk 

melemahkan pengawasan, oposisi, media, dan independensi peradilan. Proposisi tersebut perlu diubah 

menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan 

jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam 

konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, 

atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, 

laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan 

pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau 

pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, 

distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Judicialization 

dapat melindungi hak, tetapi peradilan yang terlalu politis atau tidak akuntabel juga dapat memindahkan 

keputusan dari warga ke elite hukum. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-

akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat 

menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang 

dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi 

mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui 

spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya 

disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, 

wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan 

berguna untuk merancang tindakan. 

15. Sumber Daya Alam, Ekstraktivisme, dan Oligarki 

Pokok argumentasi 

Sektor ekstraktif menghasilkan rente besar, lokasi terpusat, serta hubungan erat dengan izin negara, 

sehingga rawan membentuk koalisi oligarkis. Kerangka ekonomi politik meminta kita melihat bukan hanya 

siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk pilihan sebelum 

keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, secara institusional 

melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional melalui definisi 

tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis terhindar dari dua 

kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai konspirasi, atau 

menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 
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Lintasan historis 

Ekonomi kolonial dan pembangunan berbasis komoditas meninggalkan struktur kepemilikan serta 

infrastruktur yang berorientasi ekstraksi. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, 

kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor 

lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau 

membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi 

organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta 

koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Perusahaan membutuhkan konsesi, tanah, pelabuhan, energi, dan keamanan; pemerintah membutuhkan 

devisa, pajak, serta pembiayaan, menciptakan saling ketergantungan. Mekanisme kausal harus dijelaskan 

sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau 

desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya 

awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi 

sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya 

transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Hilirisasi dapat membangun industri, namun tanpa kompetisi, transparansi, serta standar lingkungan ia 

dapat memperbesar konsentrasi dan memindahkan biaya ke komunitas. Bukti yang baik menggabungkan 

data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, 

wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan 

bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala 

bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, 

ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Nasionalisme sumber daya tidak otomatis egaliter karena kepemilikan domestik pun dapat oligarkis. 

Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, 

keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. 

Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak 

efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan 

perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, peluang penghindaran, dan distribusi 

dampaknya. 
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Implikasi reformasi 

Keterbukaan kontrak, beneficial ownership, pembagian manfaat, hak masyarakat, pajak rente, 

rehabilitasi, dan diversifikasi ekonomi harus berjalan bersama. Pelaksanaan memerlukan tujuan, 

indikator, pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang 

hanya menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, 

deregulasi tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip 

yang tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Sektor ekstraktif menghasilkan rente besar, lokasi terpusat, serta hubungan erat dengan izin negara, 

sehingga rawan membentuk koalisi oligarkis. Proposisi tersebut perlu diubah menjadi pertanyaan yang 

dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, 

pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan 

sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara yang memiliki 

kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, putusan 

pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman kelompok 

terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan 

perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, 

independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Hilirisasi dapat membangun 

industri, namun tanpa kompetisi, transparansi, serta standar lingkungan ia dapat memperbesar 

konsentrasi dan memindahkan biaya ke komunitas. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti 

hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga 

global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan 

bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan 

saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap 

diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan 

sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda 

menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, 

adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

16. Tanah, Kota, Infrastruktur, dan Mesin Pertumbuhan 

Pokok argumentasi 

Nilai tanah diciptakan oleh keputusan publik mengenai izin, jalan, transportasi, dan zonasi, tetapi 

kenaikannya sering diprivatisasi oleh pemilik yang memiliki akses. Kerangka ekonomi politik meminta kita 

melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk 

pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, 
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secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional 

melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis 

terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai 

konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Urbanisasi cepat mempertemukan kebutuhan perumahan dengan spekulasi, pengembang besar, 

pembebasan lahan, dan politik pemerintah daerah. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, 

jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus 

aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, 

atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, 

inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas 

serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Koalisi pertumbuhan menyatukan elite politik, pemilik tanah, pengembang, bank, dan media untuk 

mendorong proyek yang menaikkan nilai aset. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan yang 

dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; aturan 

mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran umpan 

balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi 

kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, 

kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Infrastruktur dapat memperluas kesempatan atau menjadi mega-proyek mahal apabila keputusan 

permintaan, tender, serta pembagian risiko tidak transparan. Bukti yang baik menggabungkan data 

kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, 

wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan 

bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala 

bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, 

ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Penolakan seluruh pembangunan merugikan warga yang membutuhkan layanan, tetapi percepatan tanpa 

partisipasi menciptakan penggusuran dan beban fiskal. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara 

efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, 

serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan 

efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang 
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ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas 

administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Land value capture, tata ruang terbuka, perumahan terjangkau, penilaian independen, konsultasi 

bermakna, dan audit kontrak mengembalikan nilai publik. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Nilai tanah diciptakan oleh keputusan publik mengenai izin, jalan, transportasi, dan zonasi, tetapi 

kenaikannya sering diprivatisasi oleh pemilik yang memiliki akses. Proposisi tersebut perlu diubah menjadi 

pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, 

urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. 

Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara 

yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, 

putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman 

kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan 

perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, 

independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Infrastruktur dapat memperluas 

kesempatan atau menjadi mega-proyek mahal apabila keputusan permintaan, tender, serta pembagian 

risiko tidak transparan. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis 

ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola 

serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan 

argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun 

sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; 

transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama 

derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, 

generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk 

merancang tindakan. 
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17. Tenaga Kerja, Serikat, dan Keseimbangan Kekuasaan 

Pokok argumentasi 

Demokrasi politik sulit bertahan tanpa organisasi ekonomi yang memungkinkan pekerja bernegosiasi 

secara kolektif dengan pemilik modal. Kerangka ekonomi politik meminta kita melihat bukan hanya siapa 

menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk pilihan sebelum keputusan 

formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, secara institusional melalui 

aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional melalui definisi tentang apa 

yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: 

menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai konspirasi, atau menganggap 

hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Serikat, koperasi, dan partai buruh historis memperluas hak sosial, tetapi deindustrialisasi, informalitas, 

outsourcing, dan platform melemahkan basis organisasi. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, 

jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus 

aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, 

atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, 

inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas 

serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pekerja individual menghadapi asimetri informasi dan pilihan keluar terbatas, sedangkan perusahaan 

mengoordinasikan modal, data, dan strategi lintas wilayah. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai 

urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain 

aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. 

Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem 

reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya 

transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Serikat dapat menjadi birokratis atau melindungi insider, namun kelemahan total organisasi pekerja 

memperbesar konsentrasi kekuasaan korporasi. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan 

penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan 

pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut 

terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik atau 
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insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak 

membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Fleksibilitas kerja dapat membuka peluang, tetapi bila seluruh risiko dipindahkan kepada pekerja, 

kebebasan kontrak menjadi formal. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan 

partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan 

dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. 

Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran 

tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, 

peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Perundingan sektoral, hak berserikat, perlindungan pekerja platform, portabilitas jaminan sosial, dan 

representasi pekerja memperkuat demokrasi ekonomi. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Demokrasi politik sulit bertahan tanpa organisasi ekonomi yang memungkinkan pekerja bernegosiasi 

secara kolektif dengan pemilik modal. Proposisi tersebut perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat 

diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak 

yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah 

perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi 

serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, 

registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. 

Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada 

keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, distribusi manfaat, independensi 

pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Serikat dapat menjadi birokratis atau melindungi 

insider, namun kelemahan total organisasi pekerja memperbesar konsentrasi kekuasaan korporasi. 

Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, 

demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu 

analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi 

reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan 

pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat 

menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, 
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keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan 

pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

18. Populisme, Polarisasi, dan Kemunduran Demokrasi 

Pokok argumentasi 

Populisme membelah masyarakat antara rakyat murni dan elite korup; ia dapat mengungkap kegagalan 

representasi tetapi juga menolak pluralisme serta legitimasi oposisi. Kerangka ekonomi politik meminta 

kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk 

pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, 

secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional 

melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis 

terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai 

konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Krisis ekonomi, perubahan budaya, ketimpangan wilayah, dan ketidakpercayaan membuka ruang bagi 

pemimpin yang menjanjikan keputusan langsung tanpa perantara. Warisan masa lalu bertahan melalui 

kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis 

menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah 

portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, 

pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pemimpin populis mengandalkan hubungan personal, komunikasi langsung, delegitimasi media, dan 

penguasaan institusi atas nama mandat mayoritas. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan 

yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; 

aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran 

umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi 

kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, 

kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Tidak setiap kritik elite bersifat antidemokratis; demokrasi membutuhkan kemampuan menggugat 

kekuasaan. Bahaya muncul ketika hanya satu kelompok diakui sebagai rakyat. Bukti yang baik 

menggabungkan data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, 

sedangkan dokumen, wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan 
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legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu 

menilai apakah gejala bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal 

dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Polarisasi ideologis dapat memperjelas pilihan, sedangkan polarisasi afektif mengubah lawan menjadi 

musuh dan membenarkan pelanggaran aturan. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas 

dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta 

kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek 

samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke 

saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas 

administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Respons terbaik menggabungkan perbaikan material, representasi, pendidikan kewargaan, media plural, 

serta penegakan batas konstitusional tanpa meremehkan keluhan. Pelaksanaan memerlukan tujuan, 

indikator, pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang 

hanya menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, 

deregulasi tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip 

yang tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Populisme membelah masyarakat antara rakyat murni dan elite korup; ia dapat mengungkap kegagalan 

representasi tetapi juga menolak pluralisme serta legitimasi oposisi. Proposisi tersebut perlu diubah 

menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan 

jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam 

konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, 

atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, 

laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan 

pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau 

pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, 

distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Tidak setiap 

kritik elite bersifat antidemokratis; demokrasi membutuhkan kemampuan menggugat kekuasaan. Bahaya 

muncul ketika hanya satu kelompok diakui sebagai rakyat. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti 

hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga 

global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan 

bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan 

saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap 
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diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan 

sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda 

menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, 

adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

19. Politik Identitas dan Pengalihan Konflik Distribusi 

Pokok argumentasi 

Identitas adalah sumber martabat dan solidaritas, tetapi dapat digunakan elite untuk mengalihkan 

perhatian dari distribusi sumber daya serta membangun loyalitas lintas kelas. Kerangka ekonomi politik 

meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk 

membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui 

perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara 

ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, 

analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya 

sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Kolonialisme, pembentukan negara, migrasi, dan kebijakan kewargaan menciptakan kategori yang 

kemudian dimobilisasi dalam kompetisi. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, 

kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor 

lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau 

membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi 

organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta 

koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Entrepreneur politik memilih simbol, ancaman, dan ingatan kolektif untuk membentuk koalisi; media 

serta algoritme mempercepat penyebaran. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan yang dapat 

diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; aturan 

mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran umpan 

balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi 

kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, 

kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Reduksi semua konflik identitas menjadi manipulasi ekonomi mengabaikan pengalaman nyata 

diskriminasi dan kebutuhan pengakuan. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan 
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penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan 

pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut 

terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik atau 

insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak 

membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Sebaliknya, politik pengakuan tanpa redistribusi dapat menghasilkan representasi simbolik sambil struktur 

ketimpangan tetap utuh. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, 

stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan 

pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. 

Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran 

tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, 

peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Demokrasi inklusif menggabungkan hak minoritas, layanan universal, desentralisasi yang adil, dialog, dan 

kebijakan ekonomi yang memotong akar ketidakamanan. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Identitas adalah sumber martabat dan solidaritas, tetapi dapat digunakan elite untuk mengalihkan 

perhatian dari distribusi sumber daya serta membangun loyalitas lintas kelas. Proposisi tersebut perlu 

diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, 

jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir 

dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, 

sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip 

legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, 

pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah 

aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya 

kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. 

Reduksi semua konflik identitas menjadi manipulasi ekonomi mengabaikan pengalaman nyata 

diskriminasi dan kebutuhan pengakuan. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-

akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat 

menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang 
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dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi 

mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui 

spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya 

disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, 

wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan 

berguna untuk merancang tindakan. 

20. Globalisasi Keuangan, Surga Pajak, dan Oligarki Transnasional 

Pokok argumentasi 

Kekayaan dapat berpindah lintas batas lebih mudah daripada pemilih dan otoritas pajak, memberi pemilik 

aset kemampuan memilih yurisdiksi serta menghindari akuntabilitas. Kerangka ekonomi politik meminta 

kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk 

pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, 

secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional 

melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis 

terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai 

konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Liberalisasi modal, perusahaan cangkang, pusat keuangan, dan aset tak berwujud memperluas peluang 

menyembunyikan kepemilikan serta memindahkan laba. Warisan masa lalu bertahan melalui 

kepemilikan, jaringan, kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis 

menghapus aktor lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah 

portofolio bisnis, atau membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, 

pergantian generasi, inovasi organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika 

gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Jaringan bank, firma hukum, akuntan, trust, dan kewarganegaraan investasi menyediakan infrastruktur 

legal bagi pertahanan kekayaan. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: 

sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; aturan mengubah 

insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah 

yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. 

Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, kompetisi, 

organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 
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Bukti dan ilustrasi 

Perencanaan pajak tidak selalu ilegal, tetapi celah yang hanya dapat dipakai sangat kaya menurunkan 

legitimasi dan basis pembiayaan negara. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan 

penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan 

pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut 

terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik atau 

insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak 

membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Koordinasi pajak menghadapi dilema kedaulatan: negara membutuhkan investasi tetapi kompetisi 

berlebihan menekan tarif dan transparansi. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan 

partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan 

dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. 

Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran 

tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, 

peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Pertukaran informasi, registri pemilik manfaat, pajak minimum, unit investigasi, kerja sama aset, dan 

perlindungan jurnalis investigatif diperlukan. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, pembagian 

tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya menambah aturan 

dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi 

dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, 

keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, 

serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Kekayaan dapat berpindah lintas batas lebih mudah daripada pemilih dan otoritas pajak, memberi pemilik 

aset kemampuan memilih yurisdiksi serta menghindari akuntabilitas. Proposisi tersebut perlu diubah 

menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan 

jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam 

konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, 

atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, 

laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan 

pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau 

pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, 

distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Perencanaan 
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pajak tidak selalu ilegal, tetapi celah yang hanya dapat dipakai sangat kaya menurunkan legitimasi dan 

basis pembiayaan negara. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis 

ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola 

serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan 

argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun 

sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; 

transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama 

derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, 

generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk 

merancang tindakan. 

21. Masyarakat Sipil, Universitas, dan Politik Pengetahuan 

Pokok argumentasi 

Kekuasaan oligarkis dibatasi oleh organisasi warga, pers independen, universitas, profesi, komunitas 

agama, dan gerakan sosial yang memproduksi pengetahuan tandingan. Kerangka ekonomi politik 

meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk 

membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui 

perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara 

ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, 

analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya 

sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Demokratisasi historis tidak hanya datang dari elite reformis, tetapi dari mobilisasi yang mengubah biaya 

mempertahankan status quo. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan 

administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor lama; mereka 

dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau membangun 

aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, 

dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang 

memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Masyarakat sipil mengumpulkan data, melatih kepemimpinan, mengajukan litigasi, mengawasi anggaran, 

dan menghubungkan pengalaman lokal dengan agenda nasional. Mekanisme kausal harus dijelaskan 

sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau 

desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya 

awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi 
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sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya 

transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Organisasi warga sendiri dapat bergantung pada donor, tidak representatif, atau dikuasai elite; 

akuntabilitas internal tetap diperlukan. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan 

penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan 

pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut 

terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik atau 

insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak 

membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Universitas membutuhkan kebebasan akademik, tetapi juga tanggung jawab metodologis agar kritik tidak 

berubah menjadi propaganda. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, 

stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan 

pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. 

Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran 

tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, 

peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Perlindungan ruang sipil, keterbukaan data, dana riset independen, pendidikan publik, dan keamanan 

jurnalis memperbesar kapasitas koreksi. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, pembagian tanggung 

jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya menambah aturan dapat 

memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi dapat 

memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, 

keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, 

serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Kekuasaan oligarkis dibatasi oleh organisasi warga, pers independen, universitas, profesi, komunitas 

agama, dan gerakan sosial yang memproduksi pengetahuan tandingan. Proposisi tersebut perlu diubah 

menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan 

jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam 

konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, 

atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, 
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laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan 

pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau 

pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, 

distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Organisasi warga 

sendiri dapat bergantung pada donor, tidak representatif, atau dikuasai elite; akuntabilitas internal tetap 

diperlukan. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, 

teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat menghasilkan pola serupa. 

Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang dapat menggugurkan 

argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi mungkin turun 

sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui spesifikasi; 

transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya disajikan bersama 

derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, wilayah, gender, 

generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan berguna untuk 

merancang tindakan. 

22. Indonesia Pasca-Reformasi: Demokrasi yang Dinegosiasikan 

Pokok argumentasi 

Reformasi 1998 membongkar otoritarianisme terpusat dan membuka kompetisi, desentralisasi, 

kebebasan media, serta masyarakat sipil, tetapi jaringan kekayaan lama beradaptasi. Kerangka ekonomi 

politik meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya 

untuk membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung 

melalui perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan 

secara ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk 

tersebut, analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang 

kaya sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Krisis Asia melemahkan pusat kekuasaan, namun restrukturisasi ekonomi tidak sepenuhnya memisahkan 

bisnis, politik, dan negara. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, kebiasaan 

administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor lama; mereka 

dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau membangun 

aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi organisasi, 

dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta koalisi yang 

memadai. 
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Mekanisme ekonomi-politik 

Pemilu serta desentralisasi memperluas arena kompetisi; pada saat sama, biaya politik, koalisi besar, 

patronase lokal, dan media terkonsentrasi menciptakan bentuk oligarki baru. Mekanisme kausal harus 

dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi 

agenda atau desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat 

sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. 

Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, 

misalnya transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Indonesia bukan oligarki total: pergantian pemerintahan, partisipasi, protes, pers, pengadilan, dan 

kebijakan pro-rakyat tetap menunjukkan kontestasi nyata. Bukti yang baik menggabungkan data 

kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, 

wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan 

bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala 

bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, 

ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

International IDEA menilai partisipasi Indonesia kuat, tetapi mencatat penurunan pada beberapa aspek 

pemilu, parlemen, peradilan, dan penegakan yang dapat diprediksi. Demokrasi selalu menghadapi trade-

off antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan 

transparansi, serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah 

menghasilkan efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat 

memindahkan uang ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, 

hak, kapasitas administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Agenda Reformasi perlu diperbarui melalui partai, pendanaan politik, rule of law, kompetisi ekonomi, 

profesionalisasi birokrasi, serta penguatan organisasi warga. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 

tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 
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Agenda pembuktian dan evaluasi 

Reformasi 1998 membongkar otoritarianisme terpusat dan membuka kompetisi, desentralisasi, 

kebebasan media, serta masyarakat sipil, tetapi jaringan kekayaan lama beradaptasi. Proposisi tersebut 

perlu diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber 

dana, jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak 

hadir dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan 

daerah, sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan 

arsip legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, 

pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah 

aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya 

kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. 

Indonesia bukan oligarki total: pergantian pemerintahan, partisipasi, protes, pers, pengadilan, dan 

kebijakan pro-rakyat tetap menunjukkan kontestasi nyata. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti 

hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga 

global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan 

bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan 

saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap 

diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan 

sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda 

menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, 

adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

23. Mengukur Oligarkisasi: Indikator dan Peringatan Dini 

Pokok argumentasi 

Oligarki tidak dapat dibuktikan hanya dengan daftar orang kaya atau rasa tidak puas; ia memerlukan 

indikator hubungan antara sumber daya, akses, kebijakan, dan hasil. Kerangka ekonomi politik meminta 

kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk 

pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, 

secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional 

melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis 

terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai 

konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Pengukuran demokrasi berkembang dari pemilu menuju hak, rule of law, partisipasi, kebebasan media, 

kesetaraan, dan integritas pemerintahan. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, 

kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor 
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lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau 

membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi 

organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta 

koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Indikator praktis mencakup konsentrasi donor, kepemilikan media, beneficial ownership, revolving door, 

persaingan tender, dinasti, monopoli, dan perbedaan respons kebijakan. Mekanisme kausal harus 

dijelaskan sebagai urutan yang dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi 

agenda atau desain aturan; aturan mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat 

sumber daya awal. Lingkaran umpan balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. 

Ia menjadi sistem reproduksi kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, 

misalnya transparansi, kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik 

kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Data formal sering tertinggal dan jaringan informal sulit diamati, sehingga triangulasi dokumen, 

wawancara, data perusahaan, keputusan hukum, dan pola anggaran diperlukan. Bukti yang baik 

menggabungkan data kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, 

sedangkan dokumen, wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan 

legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu 

menilai apakah gejala bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal 

dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Peringkat tunggal mudah dipolitisasi; tren, pembanding, interval ketidakpastian, dan penjelasan 

metodologi lebih penting daripada posisi semata. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara 

efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, 

serta kebebasan dan pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan 

efek samping. Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang 

ke saluran tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas 

administratif, peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Dashboard publik harus menghubungkan integritas politik, struktur ekonomi, kebebasan sipil, dan hasil 

layanan agar peringatan dini dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, 

pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya 

menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi 
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tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang 

tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Oligarki tidak dapat dibuktikan hanya dengan daftar orang kaya atau rasa tidak puas; ia memerlukan 

indikator hubungan antara sumber daya, akses, kebijakan, dan hasil. Proposisi tersebut perlu diubah 

menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan 

jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam 

konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, 

atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, 

laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan 

pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau 

pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, 

distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Data formal 

sering tertinggal dan jaringan informal sulit diamati, sehingga triangulasi dokumen, wawancara, data 

perusahaan, keputusan hukum, dan pola anggaran diperlukan. Namun hubungan waktu tidak otomatis 

berarti hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan 

harga global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan 

dan bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan 

saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap 

diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan 

sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda 

menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, 

adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

24. Agenda Reformasi: Mendemokratisasi Negara dan Ekonomi 

Pokok argumentasi 

Mencegah oligarki membutuhkan lebih dari moralitas individu; perubahan harus mengurangi konsentrasi, 

menutup jalur capture, dan memperbesar kapasitas kolektif warga. Kerangka ekonomi politik meminta 

kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk membentuk 

pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui perintah, 

secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara ideasional 

melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, analisis 

terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya sebagai 

konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 
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Lintasan historis 

Reformasi antikorupsi sering gagal ketika lembaga baru tidak didukung koalisi politik, anggaran, 

kewenangan, dan perlindungan independensi. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, 

kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor 

lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau 

membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi 

organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta 

koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Paket reformasi mencakup dana politik, partai, media, persaingan, pajak, pengadaan, birokrasi, peradilan, 

data, serikat, serta tata kelola sumber daya. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan yang dapat 

diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; aturan 

mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran umpan 

balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi 

kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, 

kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Reformasi besar dapat memicu perlawanan dan disabotase; urutan, komunikasi, kemenangan awal, serta 

pembentukan konstituen pendukung menentukan keberlanjutan. Bukti yang baik menggabungkan data 

kuantitatif dengan penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, 

wawancara, keputusan pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan 

bagaimana pola tersebut terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala 

bersifat sistemik atau insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, 

ketiadaan vonis pidana tidak membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Teknokrasi saja tidak cukup, tetapi populisme antielite tanpa institusi hanya mengganti satu kelompok 

dominan dengan kelompok lain. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, 

stabilitas dan kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan 

pembatasan penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. 

Pembatasan donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran 

tersembunyi. Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, 

peluang penghindaran, dan distribusi dampaknya. 
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Implikasi reformasi 

Strategi demokratis menggabungkan hukum yang dapat ditegakkan, transparansi, partisipasi, organisasi 

sosial, dan evaluasi independen. Pelaksanaan memerlukan tujuan, indikator, pembagian tanggung jawab, 

jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang hanya menambah aturan dapat 

memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, deregulasi tanpa kompetisi dapat 

memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip yang tegas—kesetaraan, 

keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, mengevaluasi hasil, 

serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Mencegah oligarki membutuhkan lebih dari moralitas individu; perubahan harus mengurangi konsentrasi, 

menutup jalur capture, dan memperbesar kapasitas kolektif warga. Proposisi tersebut perlu diubah 

menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, jaringan 

jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir dalam 

konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, sektor, 

atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip legislasi, 

laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, pemberitaan, dan 

pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau 

pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya kepatuhan, 

distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. Reformasi besar 

dapat memicu perlawanan dan disabotase; urutan, komunikasi, kemenangan awal, serta pembentukan 

konstituen pendukung menentukan keberlanjutan. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti 

hubungan sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga 

global dapat menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan 

bukti apa yang dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan 

saluran: dana resmi mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap 

diarahkan melalui spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan 

sebaiknya disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda 

menurut kelas, wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, 

adil, dan berguna untuk merancang tindakan. 

25. Kesimpulan: Demokrasi sebagai Proses Mengimbangi Kekuasaan 

Pokok argumentasi 

Demokrasi tidak pernah selesai; ia adalah proses terus-menerus untuk membuat kekuasaan dapat 

dipertanggungjawabkan, dibatasi, diperebutkan secara damai, dan dikoreksi. Kerangka ekonomi politik 

meminta kita melihat bukan hanya siapa menduduki jabatan, tetapi siapa memiliki sumber daya untuk 

membentuk pilihan sebelum keputusan formal dibuat. Kekuasaan dapat bekerja secara langsung melalui 
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perintah, secara institusional melalui aturan, secara struktural melalui pembatasan alternatif, dan secara 

ideasional melalui definisi tentang apa yang dianggap wajar. Dengan membedakan bentuk tersebut, 

analisis terhindar dari dua kesalahan: menganggap semua kebijakan yang menguntungkan orang kaya 

sebagai konspirasi, atau menganggap hasil prosedural selalu mencerminkan kesetaraan pengaruh. 

Lintasan historis 

Oligarki tumbuh ketika keuntungan organisasi serta kekayaan menjadi kumulatif dan tidak diimbangi 

institusi, norma, atau kekuatan sosial lain. Warisan masa lalu bertahan melalui kepemilikan, jaringan, 

kebiasaan administrasi, dan ketergantungan jalur. Perubahan rezim tidak otomatis menghapus aktor 

lama; mereka dapat beradaptasi, membentuk partai, membeli media, mengubah portofolio bisnis, atau 

membangun aliansi baru. Namun sejarah tidak bersifat deterministik. Krisis, pergantian generasi, inovasi 

organisasi, dan tekanan sosial dapat membuka ruang reformasi ketika gagasan bertemu kapasitas serta 

koalisi yang memadai. 

Mekanisme ekonomi-politik 

Pemilu penting tetapi tidak cukup: kesetaraan politik memerlukan hak, informasi, rule of law, kapasitas 

negara, demokrasi ekonomi, dan ruang oposisi. Mekanisme kausal harus dijelaskan sebagai urutan yang 

dapat diperiksa: sumber daya menciptakan akses; akses memengaruhi agenda atau desain aturan; aturan 

mengubah insentif dan distribusi; hasil baru kemudian memperkuat sumber daya awal. Lingkaran umpan 

balik inilah yang membuat oligarki lebih dari kumpulan individu kuat. Ia menjadi sistem reproduksi 

kekuasaan. Penelitian perlu mencari titik tempat lingkaran itu dapat diputus, misalnya transparansi, 

kompetisi, organisasi tandingan, pengawasan yudisial, atau pembatasan konflik kepentingan. 

Bukti dan ilustrasi 

Diagnosis kontemporer menunjukkan bentuk hibrid ketika kompetisi nyata hidup berdampingan dengan 

konsentrasi akses dan penentuan agenda. Bukti yang baik menggabungkan data kuantitatif dengan 

penelusuran proses. Angka konsentrasi menunjukkan pola, sedangkan dokumen, wawancara, keputusan 

pengadaan, kepemilikan perusahaan, dan perubahan legislasi menjelaskan bagaimana pola tersebut 

terbentuk. Perbandingan waktu serta wilayah membantu menilai apakah gejala bersifat sistemik atau 

insidental. Karena oligarki sering beroperasi melalui cara legal dan informal, ketiadaan vonis pidana tidak 

membuktikan ketiadaan pengaruh yang tidak seimbang. 

Dilema demokratis 

Optimisme naif mengabaikan struktur, sedangkan pesimisme total menghapus agensi warga dan capaian 

reformasi. Demokrasi selalu menghadapi trade-off antara efektivitas dan partisipasi, stabilitas dan 

kompetisi, keahlian dan akuntabilitas, privasi dan transparansi, serta kebebasan dan pembatasan 

penyalahgunaan. Jawaban yang terlalu sederhana mudah menghasilkan efek samping. Pembatasan 

donasi, misalnya, tidak efektif tanpa penegakan dan dapat memindahkan uang ke saluran tersembunyi. 
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Karena itu, kebijakan perlu dinilai menurut proporsionalitas, hak, kapasitas administratif, peluang 

penghindaran, dan distribusi dampaknya. 

Implikasi reformasi 

Jalan ke depan ialah pluralisme terorganisasi: menyebarkan sumber daya, menjaga institusi, memperluas 

partisipasi, dan membangun budaya publik yang menolak impunitas. Pelaksanaan memerlukan tujuan, 

indikator, pembagian tanggung jawab, jadwal, data terbuka, dan mekanisme koreksi. Reformasi yang 

hanya menambah aturan dapat memperbesar diskresi apabila lembaga penegak lemah. Sebaliknya, 

deregulasi tanpa kompetisi dapat memperkuat pemain dominan. Pendekatan adaptif menetapkan prinsip 

yang tegas—kesetaraan, keterbukaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas—seraya menguji instrumen, 

mengevaluasi hasil, serta melibatkan warga yang menanggung konsekuensi. 

Agenda pembuktian dan evaluasi 

Demokrasi tidak pernah selesai; ia adalah proses terus-menerus untuk membuat kekuasaan dapat 

dipertanggungjawabkan, dibatasi, diperebutkan secara damai, dan dikoreksi. Proposisi tersebut perlu 

diubah menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Peneliti dapat memetakan pemilik manfaat, sumber dana, 

jaringan jabatan, urutan keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pihak yang tidak hadir 

dalam konsultasi. Data sebelum dan sesudah perubahan kebijakan perlu dibandingkan dengan daerah, 

sektor, atau negara yang memiliki kondisi serupa. Wawancara elite harus ditriangulasi dengan arsip 

legislasi, laporan audit, putusan pengadilan, registri perusahaan, pengadaan, data pajak agregat, 

pemberitaan, dan pengalaman kelompok terdampak. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah 

aturan atau pertemuan, melainkan perubahan pada keterbukaan, kompetisi, waktu pelayanan, biaya 

kepatuhan, distribusi manfaat, independensi pengawasan, dan kemampuan warga meminta koreksi. 

Diagnosis kontemporer menunjukkan bentuk hibrid ketika kompetisi nyata hidup berdampingan dengan 

konsentrasi akses dan penentuan agenda. Namun hubungan waktu tidak otomatis berarti hubungan 

sebab-akibat: krisis ekonomi, teknologi, demografi, perang, bencana, dan perubahan harga global dapat 

menghasilkan pola serupa. Karena itu analisis harus menyebut penjelasan tandingan dan bukti apa yang 

dapat menggugurkan argumen. Evaluasi reformasi juga perlu memeriksa pengalihan saluran: dana resmi 

mungkin turun sementara dukungan pihak ketiga naik; tender terbuka dapat tetap diarahkan melalui 

spesifikasi; transparansi dapat menghasilkan banyak data tanpa keterpakaian. Temuan sebaiknya 

disajikan bersama derajat kepastian, keterbatasan, serta kemungkinan efek yang berbeda menurut kelas, 

wilayah, gender, generasi, dan pekerjaan. Disiplin ini menjaga kritik oligarki tetap empiris, adil, dan 

berguna untuk merancang tindakan. 
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Sintesis Analitis: Sepuluh Tes Oligarkisasi 

Tes konsentrasi sumber daya 

Seberapa terkonsentrasi kekayaan, pasar, media, data, tanah, dan pembiayaan politik? Konsentrasi bukan 

bukti final, tetapi menunjukkan kapasitas potensial. Pengukuran harus menilai pemilik manfaat dan 

hubungan antarsektor, bukan nama perusahaan formal semata. Tes ini perlu digunakan bersama, karena 

satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis bukan memberi cap, melainkan 

menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan membuat perdebatan publik dapat 

diperiksa. 

Tes konversi 

Dapatkah sumber daya ekonomi diubah menjadi akses politik melalui donasi, kepemilikan media, lobi, 

jabatan, kontrak, atau litigasi? Demokrasi sehat membatasi konversi tanpa menghukum keberhasilan 

ekonomi yang diperoleh secara sah. Tes ini perlu digunakan bersama, karena satu indikator dapat 

menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis bukan memberi cap, melainkan menentukan titik 

intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan membuat perdebatan publik dapat diperiksa. 

Tes agenda 

Siapa dapat membuat isu dibahas atau diabaikan? Kekuasaan agenda sering lebih penting daripada 

kemenangan dalam pemungutan suara karena alternatif telah disaring sebelum publik melihatnya. Tes ini 

perlu digunakan bersama, karena satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis 

bukan memberi cap, melainkan menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan 

membuat perdebatan publik dapat diperiksa. 

Tes respons kebijakan 

Apakah preferensi warga biasa memengaruhi kebijakan setelah dikontrol oleh preferensi elite dan 

organisasi kuat? Penilaian memerlukan seri kasus, bukan satu keputusan yang kebetulan sejalan. Tes ini 

perlu digunakan bersama, karena satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis 

bukan memberi cap, melainkan menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan 

membuat perdebatan publik dapat diperiksa. 

Tes sirkulasi elite 

Apakah pendatang baru dapat bersaing melalui jalur yang masuk akal? Hambatan biaya, dinasti, aturan 

partai, monopoli media, dan patronase dapat mempertahankan elite meskipun pemilu rutin. Tes ini perlu 

digunakan bersama, karena satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis bukan 

memberi cap, melainkan menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan membuat 

perdebatan publik dapat diperiksa. 
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Tes impunitas 

Apakah aktor kuat menghadapi hukum yang sama? Penundaan, penegakan selektif, intervensi, dan 

lemahnya pemulihan aset menunjukkan kapasitas menghindari konsekuensi. Tes ini perlu digunakan 

bersama, karena satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis bukan memberi 

cap, melainkan menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan membuat perdebatan 

publik dapat diperiksa. 

Tes oposisi 

Apakah oposisi, pers, masyarakat sipil, akademisi, dan pelapor dapat bekerja tanpa intimidasi? Oligarki 

menguat ketika informasi dan organisasi tandingan melemah. Tes ini perlu digunakan bersama, karena 

satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis bukan memberi cap, melainkan 

menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan membuat perdebatan publik dapat 

diperiksa. 

Tes distribusi 

Apakah kebijakan secara berulang memusatkan manfaat dan menyebarkan biaya? Hasil distributif harus 

ditelusuri ke proses, karena ketimpangan dapat muncul dari teknologi maupun capture. Tes ini perlu 

digunakan bersama, karena satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis bukan 

memberi cap, melainkan menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan membuat 

perdebatan publik dapat diperiksa. 

Tes reversibilitas 

Bisakah keputusan ditinjau, pemimpin diganti, kontrak diaudit, dan kebijakan gagal dihentikan? 

Kekuasaan menjadi oligarkis ketika keputusan penting praktis tidak dapat dikoreksi. Tes ini perlu 

digunakan bersama, karena satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan diagnosis bukan 

memberi cap, melainkan menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan membuat 

perdebatan publik dapat diperiksa. 

Tes kapasitas warga 

Apakah warga memiliki waktu, pendidikan, organisasi, keamanan, dan informasi untuk berpartisipasi? Hak 

formal tanpa kapasitas membuat demokrasi mudah didominasi pihak yang selalu hadir dan terorganisasi. 

Tes ini perlu digunakan bersama, karena satu indikator dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Tujuan 

diagnosis bukan memberi cap, melainkan menentukan titik intervensi, menetapkan ukuran kemajuan, dan 

membuat perdebatan publik dapat diperiksa. 
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Glossarium 

Istilah Definisi 

Akuntabilitas 
Kewajiban pemegang kekuasaan menjelaskan tindakan, menerima pemeriksaan, dan 

menanggung konsekuensi. 

Autocratic legalism Penggunaan perubahan hukum formal untuk melemahkan pembatas kekuasaan demokratis. 

Beneficial ownership 
Identitas orang yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau menikmati manfaat suatu 

aset atau badan hukum. 

Clientelism 
Pertukaran manfaat terarah dengan dukungan politik berdasarkan hubungan personal atau 

jaringan. 

Conflict of interest Situasi ketika kepentingan pribadi dapat memengaruhi pelaksanaan tugas publik. 

Democratic backsliding Kemerosotan bertahap kualitas demokrasi melalui pelemahan institusi, hak, dan kompetisi. 

Demokrasi prosedural Demokrasi yang terutama dinilai melalui prosedur pemilu dan pergantian pemerintahan. 

Demokrasi substantif 
Demokrasi yang mencakup hak, rule of law, partisipasi bermakna, akuntabilitas, dan 

kesetaraan pengaruh. 

Dinasti politik Reproduksi jabatan dan pengaruh politik melalui hubungan keluarga. 

Elite capture Penguasaan manfaat program, kebijakan, atau institusi oleh kelompok berpengaruh. 

Finansialisasi Meningkatnya peran aktor, motif, dan instrumen keuangan dalam ekonomi dan tata kelola. 

Hukum besi oligarki Tesis Michels bahwa organisasi besar cenderung dikuasai kelompok pimpinan. 

Kartel partai 
Pola ketika partai mapan bekerja sama memakai sumber daya negara dan membatasi 

pesaing. 

Kleptokrasi Sistem pemerintahan yang digunakan penguasa untuk memperkaya diri dan jaringannya. 

Koalisi pertumbuhan 
Aliansi politik-bisnis yang mendorong pembangunan untuk menaikkan nilai aset dan aktivitas 

ekonomi. 

Konflik distributif Persaingan mengenai siapa memperoleh manfaat, membayar biaya, dan menanggung risiko. 

Legal corruption Pengaruh yang secara formal legal tetapi merusak tujuan publik atau kesetaraan politik. 

Meritokrasi Penempatan berdasarkan kemampuan dan kinerja yang dinilai melalui prosedur adil. 

Monopoli Struktur pasar ketika satu pelaku memiliki kendali dominan atas pasokan atau akses. 

Oligarki 
Konsentrasi kekuasaan efektif pada segelintir aktor untuk mempertahankan kepentingan 

dominan. 

Oligark 
Aktor yang menggunakan sumber daya material ekstrem untuk mempertahankan kekayaan 

dan pengaruh. 

Patronase Distribusi jabatan, kontrak, atau manfaat untuk memperoleh loyalitas politik. 
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Istilah Definisi 

Pluralisme 
Tatanan ketika banyak kelompok dapat mengorganisasi dan memengaruhi keputusan tanpa 

satu kelompok mendominasi mutlak. 

Plutokrasi Dominasi politik oleh kelompok sangat kaya. 

Polarisasi afektif Permusuhan emosional antarkelompok politik yang melampaui perbedaan kebijakan. 

Populisme 
Ideologi tipis yang mempertentangkan rakyat murni dengan elite korup dan menekankan 

kedaulatan rakyat. 

Regulatory capture Kondisi ketika regulator lebih melayani industri yang diawasi daripada kepentingan publik. 

Rente Pendapatan di atas tingkat kompetitif akibat kelangkaan, hak eksklusif, atau pengaruh politik. 

Revolving door 
Perpindahan personel antara jabatan pemerintah dan industri yang menimbulkan risiko 

konflik kepentingan. 

Rule of law 
Prinsip bahwa kekuasaan tunduk pada hukum yang umum, dapat diprediksi, dan diterapkan 

setara. 

State capture Pembentukan hukum dan kebijakan negara secara sistemik untuk kepentingan privat. 

Teknokrasi Dominasi pengambilan keputusan oleh ahli berdasarkan klaim kompetensi teknis. 

Transparansi 
Ketersediaan informasi yang tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat digunakan untuk 

pengawasan. 
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